Adapun Tugas dan Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut :

1.

Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

perbantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis
(Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD);

b) Perumusan Kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan
dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan
bidang kesehatan;

c) Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta
pengawasan pelayanan bidang kesehatan;

d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang
tugasnya;

e) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis
meliputi Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Bidang Sumber Daya Kesehatan;

f) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP);

g) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian
dan rumah tangga dinas;

h) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan

kesekretariatan yang meliputi hukum, kepegawaian, administrasi umum, keuangan,

pengelolaan asset, program dan informasi kesehatan dinas.



Fungsi :

a)

b)

<)

d)

Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan
dinas kesehatan;

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten;

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten; dan

Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2 Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;

3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Program dan Pelaporan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,

serta pelayanan kesehatan tradisional. Fungsi :

a)

b)

d)

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer
dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta
pelayanan kesehatan tradisional; dan

Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan
kesehatan tradisional Penggerakan upaya peningkatan mutu dan jangkauan

pelayanan kesehatan;



Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer ;
2 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji dan Jaminan
Kesehatan;

3 Seksi Peningkatan Mutu, Akreditasi dan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di

bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza.

Fungsi :

a)

b)

d)

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza;

Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza; dan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Napza.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

1. Seksi Surveilans, Imunisas dan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa

dan Napza.



Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK).

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

melaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT

serta sumber daya manusia kesehatan.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggrakan fungsi sebagai berikut :

a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, perencanaan
dan pengadaan obat, alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
dan fasyankes primer serta sumber daya manusia kesehatan dan diklat;

b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian,
perencanaan dan pengadaan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah
tangga (PKRT) dan fasyankes primer serta sumber daya manusia kesehatan dan
diklat;

c) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan,
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan fasyankes primer serta sumber
daya manusia kesehatan dan diklat;

d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, perencanaan dan
pengadaan obat, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan
fasyankes primer serta sumber daya manusia kesehatan dan diklat;

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :

1  Seksi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan;
2 Seksi Alat Kesehatan dan Fasyankes; dan
3 Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan jaminan
kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi :

a) Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;



b)

f)
g)

Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
jaminan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kesehatan keluarga,
gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, jaminan
kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

Penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat;
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, jaminan kesehatan,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Kesehatan Masyarakat;

Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Kesehatan Masyarakat

yang diberikan Bupati.

Bidang Jaminan dan Promosi Kesehatan terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.



